BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR: 39 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk
mewujudkan Puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat
pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan
memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, maka
diperlukan pengaturan organisasi;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
terdapat ketidaksesuaian secara kelembagaan  Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, maka
perlu diadakan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat



Mengingat

ke

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4267);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2022,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nonor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor §)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022



Menetapkan

13.

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembetukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 1);

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata  Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2l

Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai  Unsur
Penyelenggara Pemerintah daeah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas Daerah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut



10.

11.

12.

I3

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah
kerjanya.

Kepala Puskesmas adalah penanggungjawab atas seluruh
penyelenggaraan  kegiatan di  Puskesmas, pembinaan
kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan
pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Kepala tata usaha adalah memiliki tugas dalam perencanaan
dan  pelaksanaan  kegiatan administrasi  perkantoran
Puskesmas.

Penanggung jawab adalah paling sedikit terdiri atas
penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan
masyarakat; penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan
laboratorium; penanggung jawab jaringan pelayanan
Puskesmas dan jejaring Puskesmas; penanggung jawab
bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
penanggung jawab mutu.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) adalah kegiatan untuk
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan

perorangan

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a
b.

C:

=

Kedudukan dan Susunan Organisasi Puskesmas;
Tugas dan Fungsi Puskesmas
Kriteria Puskesmas; dan

Struktur Organisasi.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bermaksud untuk Pembentukan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan

Masyarakat Berdasarkan Kriteria Puskesmas.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini bertujuan agar setiap puskesmas
mengetahui Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Kriteria Puskesmas yang

baku sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI PUSKESMAS

Pasal 5
Puskesmas sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai unit
pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien,
dan akuntabel, dimana organisasi Puskesmas paling sedikit

terdiri atas:

a. Kepala Puskesmas;
b. Kepala tata usaha;
C. Penanggung jawab.
BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS

Pasal 7
Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan

unit layanan yang bekerja secara profesional..

Pasal 8



Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan

untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah

kerjanya.

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Puskesmas memiliki fungsi:
a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;

dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

BAB VI
KRITERIA PUSKESMAS
Pasal 10
Pola struktur organisasi Puskesmas berdasarkan kriteria
puskesmas yang terdiri dari:
a. Puskesmas Kawasan Perkotaan;
b. Puskesmas Kawasan Perdesaan;

c. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

Pasal 11
Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a merupakan Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. memprioritaskan pelayanan UKM;
b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat;
c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah atau masyarakat;
d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan
Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan
dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan

masyarakat perkotaan.

Pasal 12

Puskesmas kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 10 huruf b merupakan Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perdesaan memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat;

b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan
Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan

d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan

pola kehidupan masyarakat perdesaan.

Pasal 13

Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢ merupakan Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil dan

sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan
kompetensi Tenaga Kesehatan;

b. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan
kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat,
dan bidan;

c. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan
kearifan lokal,

d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan
pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat
terpencil;

e. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan
Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan

f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola
gugus pulau/cluster dan/atau pelayanan kesehatan bergerak

untuk meningkatkan aksesibilitas.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembentukan

Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata



Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di  Andoolo

o Juni 2022
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Pada tanggal {¢) Juw 2022
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR %9




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR i 79 TAHUN 2022
TANGGAL 0 unt 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
SELATAN
BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN
KEPALA PUSKESMAS
KEPALA TATA USAHA
PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB
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MASYARAKAT JEJARING
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR S TAHUN 2022
TANGGAL Do Jum 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN

KEPALA PUSKESMAS

KEPALA TATA USAHA

PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB

UKM ESENSIAL DAN PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB JARINGAN BANGUNAN PENANGGUNGJAWAR
KEPERAWATAN UkM UKF,; KEFARMASIAN PELAYANAN PRASARANA DAN MUTU
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 79 TAHUN 2022
TANGGAL : {5 4wl 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
SELATAN
BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

KEPALA PUSKESMAS

KEPALA TATA USAHA

PENANGGUNGJAWAB UKM
ESENSIAL DAN KEPERAWATAN
KESEHATANANA MASYARAKAT

PENANGGUNGJAWAB UKP,
KEFARMASIAN DAN
LABORAT ORIUM

PENANGGUNGJAWAB JARINGAN
PELAYANAN PUSKESMAS DAN
JEJARING PUSKESMAS

PENANGGUNGJAWAB BANGUNAN,
MUTU

KOORDINATOR- KOORDINATOR
PELAYANAN TERKAIT

KOORDINATOR- KOORDINATOR
PELAYANAN TERKAIT

KOORDINATOR JARINGAN DAN

ATAU JEJARING PUSKESMAS




